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Abstract — Higher education institutions (HEIs) are establishments that offer education, instruction,
research, and services across fields of science and technology. Autonomy, in management, categorizes
state universities (PTNs) based on their structure. State universities with status (PTN-BH) hold the
position in resource management within the campus hierarchy of state universities. This study adopts an
approach incorporating a literature review methodology and analysis through Michel Foucault's theory
on the interplay between power and knowledge. This study aims to understand how power shapes the
identity and norms of universities and to analyze the dynamics of HEIs in the context of economic
priorities and their implications for democracy. The findings indicate that power influences the
regulation of knowledge creation presenting both challenges and opportunities for PTN-BH. Michel
Foucault's theory underscores how power shapes university identities and norms. The evolution of PTN-
BH signifies a transition towards prioritizing concerns, over welfare, impacting democratic ideals.

Abstrak — Perguruan tinggi (PT) merupakan suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan
teknologi. Otonomi pengelolaan membagi klasifikasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sesuai dengan
manajemen pengelolaannya. Posisi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) merupakan
posisi terpuncak dalam klasifikasi manajemen pengelolaan sumber daya suatu kampus untuk universitas
negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pendekatan literature
review, dengan analisis menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault mengenai hubungan kekuasaan
dengan pengetahuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kekuasaan membentuk
identitas dan norma universitas, serta menganalisis dinamika PTN-BH dalam konteks prioritas ekonomi
dan implikasinya terhadap demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan berperan dalam
mengatur produksi pengetahuan sehingga menimbulkan tantangan dan peluang bagi PTN-BH. Teori
Michel Foucault menyoroti peran kekuasaan dalam membentuk identitas dan norma universitas.
Dinamika munculnya PTN-BH bisa dianggap mencerminkan pergeseran ke arah memprioritaskan
kepentingan ekonomi daripada kesejahteraan sosial, yang memiliki implikasi bagi cita-cita demokrasi.
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PENDAHULUAN

endidikan tinggi merupakan tingkat pendidikan
lanjutan yang menyediakan beberapa pilihan
program jurusan. Perguruan tinggi (PT) merupakan
suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian
pada berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta berwenang dalam memberikan gelar
kepada peserta didiknya (Chakrabarty & Singh,
2023). Dalam konteks ini, pendirian PT harus
memiliki badan hukum dan izin operasional yang
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disahkan oleh pemerintah dan dapat dievaluasi
melalui lembaga akreditasi dan penjamin mutu
seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT). Setiap PT harus bisa menyelenggarakan
atau membentuk tata kelola dan kepemimpinan
organisasi yang sesuai kaidah-kaidah yang berlaku
dalam ilmu organisasi (Undang-Undang No. 12
Tentang Perguruan Tinggi, 2012). Perguruan tinggi
mempersiapkan sumber daya untuk berkontribusi
dalam  masyarakat dengan  pengembangan
kemampuan akademis dan keterampilan. Tugas
utama sebagai lembaga pendidikan adalah
membentuk  karakter dan mencetak lulusan
berkualitas untuk mendukung kemajuan bangsa
(Suastra, 2017). Dalam operasinya, perguruan tinggi
mengacu pada prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi
yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat (Suryana, 2018).

Otonomi  pengelolaan  membagi  Klasifikasi
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sesuai dengan
manajemen pengelolaannya. Otonomi pendidikan
tinggi memberi perguruan tinggi kewenangan lebih
untuk mengatur hal-hal akademik dan non-akademik
secara lebih efektif, mempercepat pencapaian tujuan
unggulan institusi. Proses status pengelolaan PTN
dimulai dari transformasi PTN-Satker (Satuan Kerja
Kementerian) menjadi PTN-BLU (Badan Layanan
Umum), lalu menjadi PTN-BH (Badan Hukum)
yang memungkinkan manajemen keuangan yang
lebih fleksibel dan mandiri (Romanti, 2023). PTN-
BH adalah lembaga tinggi yang diberikan otonomi
penuh oleh Pemerintah dalam mengelola keuangan
dan sumber dayanya sendiri, seperti BUMN
(Kawedar, 2017). Statusnya ditetapkan oleh
pemerintah.  Sementara PTN-BLU  memiliki
otonomi lebih rendah, penetapannya melalui
Keputusan Menteri Keuangan dan pendapatannya
dilaporkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP). PTN-Satker beroperasi di  bawah
Kementerian dengan semua pendapatannya masuk
ke rekening negara (Kemendikbud, 2023).
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Gambar 1. Diagram Jenis-jenis PTN di Indonesia
Sumber: (Kemendikbud, 2023)

Pada gambar 1, menunjukan bahwa jumlah PTN di
Indonesia sebanyak 54% bergelar sebagai PTB-
Satker, kemudian sebanyak 44% berstatus PTN-
BLU dan sebanyak 2% telah berstatus PTN-BH.
Posisi perguruan tinggi negeri berbadan hukum
(PTN-BH) merupakan posisi terpuncak dalam
klasifikasi manajemen pengelolaan sumber daya
suatu kampus untuk universitas negeri. Dari jumlah
125 PT Negeri di Indonesia, 21 diantaranya telah
menyandang gelar PTN-BH (BPS, 2022). PTN-BH
memiliki kewenangan mandiri dalam mengelola
lembaganya, termasuk keuangan. Berdasarkan
statusnya PTN-BH yang memisahkan asetnya dari
aset negara. Manajemen keuangannya berbeda
dengan PTN-BLU yang terikat pada sistem APBN
(Sugiharti, 2014). Meskipun masih menerima dana
operasional dari pemerintah untuk Tridharma
Perguruan Tinggi, pengelolaan keuangan PTN-BH
tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
Penerimaan dan pengelolaan anggarannya masih
bergantung pada alokasi dari pemerintah melalui
kementerian terkait (Darlis et al., 2023).

Kebijakan PTN-BH menyebabkan statement pro dan
kontra di  berbagai kalangan  masyarakat.
Implementasi PTN-BH memberi otonomi dan
tanggung jawab lebih besar pada lembaga terkait
(Diyanto et al., 2021). Penyebaran inovasi dari
perguruan tinggi melalui komersialisasi punya
tantangan dan kelebihan, terutama terkait fungsi
pendidikan tinggi. Namun, konsep PTN-BH
mendorong semangat berwirausaha di perguruan
tinggi, yang menciptakan wirausahawan selain
pekerja bagi negara. Hasil temuan umumnya PT di
Indonesia dipengaruhi teknologi bukan permintaan
pasar (Benny Riyanto & Prajanti, 2023). Hal ini
memungkinkan lembaga PT yang memiliki status
badan  hukum,  meningkatkan = kemampuan
pengelolaan sumber daya dan meningkatkan kualitas
pendidikan tinggi melalui evaluasi kinerja. Namun,
apabila evaluasi tidak memenuhi standar, bisa
berdampak negatif dan proses penetapan status bisa
bervariasi.

Transisi ke PTN-BH memerlukan penyesuaian
dalam  manajemen, tata kelola dan bisa
membutuhkan lebih banyak sumber daya (Sutini,
2019). Kebijakan PTN-BH meningkatkan prestise
PTN dibandingkan PT swasta karena reputasi
pendidikan yang lebih baik. Meskipun dapat
meningkatkan  kualitas  secara  keseluruhan,
kebijakan ini  juga memiliki  kekurangan.
Komersialisasi ~ pendidikan di  PTN telah
meningkatkan biaya Pendidikan menjadi lebih
tinggi, sehingga dapat menjadikan beban bagi
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mahasiswa kurang mampu. Fokus pada keuntungan
finansial dapat mengabaikan tanggung jawab
pendidikan, menciptakan perbedaan akses bagi yang
mampu membayar biaya tinggi (Saputra, 2023).

Teori kekuasaan Michel Foucault dapat memberikan
bantuan dalam mengidentifikasi berbagai kegagalan
dan menganalisis dampak-dampak implementasi
PTN-BH. Teori Kekuasaan Michel Foucault
menekankan bahwa menekankan bahwa kekuasaan
sudah mendarah daging ditengah kehidupan
masyarakat (Norman, 2023). Penekanannya pada
hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan
menawarkan perspektif unik tentang bagaimana
kekuasaan beroperasi dan mempengaruhi dinamika
sosial sehingga pengetahuan tidak bisa netral dan
murni, menunjukkan bahwa kekuatan melekat
dalam pengetahuan dan sebaliknya (Plgger, 2023).
Michel Foucault memisahkan pandangan struktur
sosialnya dari kategori mental, melihatnya sebagai
kode yang dapat memecah dan menciptakan
peristiwa baru dalam peristiwa diskursif (Reckwitz,
2002). Foucault menggunakan konsep kekuasaan
dan pengetahuan sebagai pembentuk identitas dan
praktik melalui pengakuan kesalahan dengan
melihat dinamika implementasi kekuasaan. Wacana
refleksi dianggap membatasi variasi pandangan,
menghambat inovasi pemikiran (Siregar, 2021).
Michel Foucault menekankan perlunya meninjau
kembali refleksi sebagai kebenaran, untuk
menciptakan perspektif alternatif dan perubahan
positif. Pemikiran kritis terhadap refleksi sosial
diperlukan untuk mempertanyakan pengetahuan
diterima dan dampak yang tersembunyi (Cushion,
2018).

METODE

Desain penelitian ini menggunakan Metode
Deskriptif Kualitatif, dengan Kajian Literature
Review dalam telaah literatur yang komprehensif
dan mengumpulkan berbagai sumber yang terkait
dengan topik. Melalui analisis mendalam terhadap
kumpulan literatur, ditemukan titik fokus penelitian
yang esensial serta identifikasi terhadap kelangkaan
informasi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut
(Sugiyono, 2016). Literature review merupakan reka
kegiatan peninjauan tulisan akademis dengan
melakukan analisis kritis terhadap penelitian terbaru
dalam semua bidang, tujuan analisis kritis dalam
Literature review guna untuk menemukan gap dan
menggeneralisasikan dengan penelitian yang sedang
dilakukan (Taherdoost, 2023). Tinjauan literatur
menggambarkan  serangkaian  kegiatan yang
mencakup, 1) menghimpun data atau informasi, 2)

mengevaluasi data, teori, informasi atau hasil riset,
dan 3) menganalisis publikasi seperti buku, artikel
penelitian atau materi lain yang berkaitan dengan
pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan
sebelumnya (Cahyono et al., 2019).

Pada penelitian ini kajian Literature review
dilakukan dengan mengkaji jurnal-jurnal yang ada
pada database google scholar, Mendeley, scopus
dan WoS. Melalui kata kunci “Michel Foucault”,
“Power”, “Knowledge”, “PTN-BH”, dll. Alur
analisis pada kegiatan Literature review terdapat
pada gambar 2.

Pengumpulan Analisa data
data |-
Literatur review l Pemaparan hasil
I_ Penarikan
Kesimpulan

Gambar 2. Alur Proses Penelitian Literature review

HASIL DAN PEMBAHASAN

Michel Foucault mengemukakan bahwa mekanisme
pemerintahan bukan hanya berfungsi untuk
mengontrol tetapi juga membentuk subjek individu
dan kolektif. Keterkaitan yang erat antara kekuasaan
dan  pengetahuan menjadi landasan  bagi
pandangannya  (Lorenzini, 2023). Baginya,
pengetahuan memegang peran sebagai kekuatan,
sedangkan kekuasaan menentukan validitas dari apa
yang diakui sebagai pengetahuan yang sah (Kuecker
& Hartley, 2020). Dalam konteks implementasi
PTN-BH, konsep Foucault ini menyoroti cara
kekuasaan diimplementasikan melalui  peran
pemerintahan yang terfokus pada pemberian
otonomi pengelolaan kepada PTN, hal ini dapat
dilihat bahwa kekuasaan mempengaruhi pusat
produksi pengetahuan.

Kekuasaan Melalui Otonomi Khusus PTN-BH

Otonomi dalam PTN-BH memberikan akses
keleluasaan  kendali  kepada PTN  dalam
pembentukan  kurikulum, keputusan internal,
penelitian dan pengabdian. Struktur hukum PTN-
BH memperbolehkan adaptasi organisasi fleksibel
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan proyeksi
perkembangan masing-masing PTN-BH
(Nurhanifah & Kusdarini, 2022). Otonomi PTN-BH
memberi keleluasaan bagi lembaga untuk mengelola
sumber daya dan keputusan, memberikan kontrol
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yang lebih besar atas manajemen akademik. Hal ini
mencakup pemilihan dosen dan staf pendidikan serta
memungkinkan penyelenggaraan dan pelaksanaan
program studi sesuai visi lembaga. Selain itu,
keleluasaan ini juga memungkinkan pengelolaan
dana secara transparan, mendukung manajemen
keuangan yang efisien dan menjamin akuntabilitas
keuangan melalui unit khusus (Indra et al., 2020).

Setiap unit PTN-BH telah menciptakan Renstra
(rencana strategis). Perencanaan strategis di
universitas bertujuan untuk transformasi
menyeluruh dengan mengintegrasikan pendidikan,
penelitian dan etika. Rencana ini melibatkan struktur
universitas, memperbaiki hubungan antar bagian
ilmiah dan administratif. Visi dan misi universitas
diintegrasikan dengan strategi di semua tingkat,
dengan rencana koordinasi jangka panjang untuk
pertumbuhan berkelanjutan (Hassanien, 2017).

Dalam implementasi kurikulum pembelajaran, PTN-
BH tengah berupaya meningkatkan Kkualitas
mahasiswa lembaga PTN dengan mensosialisasikan
berbagai program kegiatan kampus yang sejalan
dengan tujuannya menjadi bagian dari World Class
University (WCU), misalnya dengan program
transfer  kredit mahasiswa, kolaborasi antar
universitas (nasional dan internasional), sosialisasi
dan pelatihan publikasi jurnal ilmiah dan lainnya
(Barnett, 2020). Sedangkan dalam kebijakan
penelitian akademisi, PTN-BH menekankan tiga
fokus utama yaitu pergeseran ke penelitian strategis
dalam Tridharma, skema pembiayaan khusus dan
sistem jaminan mutu. Langkah-langkah yang
diambil meliputi peningkatan partisipasi dalam
penelitian, penguatan integritas akademik, serta
penentuan domain pengembangan dan target inovasi
yang strategis (Nurhanifah & Kusdarini, 2022). Hal
ini  memastikan fokus pada penelitian yang
berkualitas dan relevan dengan kebutuhan
masyarakat dan industri, hingga saat ini PTN-BH
tengah berupaya bertransformasi dari Teaching
university ke Research University atau mengusung
keduanya (Bramastia et al., 2023).

Perubahan lIdentitas dan Norma PTN-BH

Dalam pandangan Foucault, kekuasaan adalah
kekuatan pendorong utama dalam transformasi
perubahan identitas dan norma pada Perguruan
tinggi hukum (Jss Mertek, 2020). Kekuasaan ada di
mana-mana dan menghasilkan kebenaran melalui
wacana, mengadopsi kebenaran yang dihasilkan
melalui penindasan dan kontrol (Patton, 2017).
Perguruan tinggi, sebagai pusat pengetahuan, secara
langsung dipengaruhi oleh kekuasaan (Bazzul &

Carter, 2017). Foucault menghubungkan kekuatan
dan pengetahuan, melihatnya sebagai tidak dapat
dipisahkan dan selalu terkait satu sama lain (Slovic,
2019). Kekuasaan atau pengetahuan bersifat
produktif dan membatasi (Jobe, 2017). Kekuasaan
dilaksanakan melalui sarana disiplin di berbagai
institusi, termasuk PTN. Konsepsi Foucault tentang
kekuasaan dan pengetahuan cocok dengan kritiknya
terhadap saat ini, dimana tidak ada kebenaran
objektif dan tidak ada pandangan universal tentang
dunia. Oleh karena itu, kekuasaan memainkan peran
penting dalam membentuk identitas dan norma,
karena mempengaruhi produksi pengetahuan dan
pelaksanaan kekuasaan disipliner (Slovi¢, 2019).

Perubahan identitas dan norma di Universitas yang
berstatus PTN-BH menandai transformasi signifikan
dalam pendekatan operasional, fungsional dan
manajemen organisasi. Pendekatan operasional
dalam manajemen menitikberatkan pada efisiensi
pelaksanaan tugas sehari-hari untuk mencapai tujuan
organisasi. Sementara pendekatan fungsional
mengintegrasikan pekerjaan individu secara optimal
dalam operasi keseluruhan organisasi
(Abdulrahaman et al., 2013).

Manajemen PTN harus berfokus pada penyelarasan
aturan, penyederhanaan administrasi dan penegakan
regulasi Rektor untuk meningkatkan efisiensi. PTN-
BH mengevaluasi program studi untuk sesuaikan
kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja yang
diadaptasikan dengan visi-misi setiap PT (Sunandar,
2016). PTN-BH sering mengadakan acara akademik
dan memprioritaskan bidang seperti pertanian,
maritim, kesehatan, alat medis dan nanoteknologi.
Namun, dalam mengembangkan bidang non-sains
dan teknologi serta kerja sama industri pendidikan
menjadi tantangan. Alokasi anggaran penelitian
didasarkan pada proposal tanpa peta jalan riset yang
jelas. Evaluasi sebagai Center of Excellence
merekomendasikan penyelarasan aturan,
simplifikasi administrasi dan penegasan regulasi
rektor (Fachriansyah et al., 2020).

Awalnya, fokus PT lebih pada aspek akademik.
Namun kini, lebih diprioritaskan manajemen
keuangan serta pencapaian target bisnis. Privatisasi
perguruan tinggi, yang mencerminkan pergeseran
dari fokus akademik ke manajemen keuangan dan
bisnis, diimplementasikan melalui pembentukan
Badan Hukum  Negara (PTN-BH) untuk
memberikan otonomi keuangan kepada PT
(Anggraini & Jaya, 2019). Meskipun memberi
kesempatan untuk berinovasi dan keberlanjutan
finansial, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran
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terhadap komersialisasi pendidikan, terutama dalam
konteks neoliberalisme dimana pertimbangan
ekonomi dan pasar memegang peran sentral.
Evaluasi yang cermat diperlukan untuk memastikan
bahwa otonomi finansial tidak mengorbankan akses
terhadap pendidikan berkualitas bagi semua, serta
mempertahankan nilai-nilai akademik yang esensial
dalam pendidikan tinggi (Ansar & Alam, 2019).

Perubahan dalam struktur PTN yang lebih
mengedepankan efisiensi dan faktor ekonomi
menyoroti perubahan signifikan dalam pola interaksi
antar berbagai pihak yang terlibat di dalamnya
(Bozkurt, 2023). Pengaruh dari ide-ide neoliberal
dan konsep pasar, manajemen, serta teknologi
kinerja telah menciptakan model manajemen baru di
lembaga pendidikan tinggi. Pergeseran ini
menunjukkan peralihan fokus dari yang awalnya
tidak berorientasi pada pasar menjadi lebih terfokus
pada pasar, dari proses pertukaran menjadi lebih
kompetitif, dan dari pandangan bahwa pasar adalah
sesuatu yang alami menjadi sesuatu yang dianggap
sebagai tujuan ideal (Dholakia et al., 2020).
Konsekuensinya, otonomi profesional akademisi
mengalami penurunan sedikit, sementara budaya
manajemen  lebih  mendominasi  lingkungan
organisasi PT. Perubahan ini mencerminkan
kecenderungan ~ masyarakat  yang  semakin
meragukan peran negara, serta dampak dari
globalisasi dan organisasi internasional (Diogo et
al., 2019).

Pelaksanaan status PTN menghadapi tantangan
ketika tujuan pendidikan bertabrakan dengan
keterbatasan anggaran (Kiselev et al., 2021).
Meskipun terjadi peningkatan yang berkelanjutan
dalam Standar Pendidikan Tinggi, hal tersebut
belum sepenuhnya mengatasi persoalan utama
terkait kebutuhan akan pelatihan profesional yang
diminta oleh industri domestik (Vlasova, 2019).
Modernisasi pendidikan melalui PTN-BH harus
mempertimbangkan karakteristik khusus wilayah,
kebutuhan sosial, persyaratan ekonomi, dan juga
infrastruktur. Kolaborasi yang berhasil antara
stakeholder universitas dapat berperan dalam
mengarahkan standardisasi pendidikan tinggi. Oleh
karena itu, universitas perlu  menemukan
keseimbangan untuk  mempertahankan  misi
pendidikan sambil menyesuaikan diri dengan
perubahan ekonomi yang terus berlangsung.

Dinamika dan Dampak Kekuasaan PTN-BH
pada Akses Pendidikan

Implementasi perguruan tinggi yang berbasis hukum
di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang

berasal dari faktor-faktor beragam. Salah satunya
adalah ketidakpastian penegakan hukum terhadap
individu yang melanggar aturan dan berdampak
pada  kerusakan  lingkungan, = menghambat
kesuksesan kebijakan pembangunan berkelanjutan
(Rusli, 2020). Selain itu, perubahan bentuk lembaga
PTN menjadi badan hukum meminta para pemimpin
untuk mengelola dan mengevaluasi kebijakan
strategis di berbagai bidang, termasuk yang tidak
terkait dengan akademis (Herawati et al., 2022).

Langkah lainnya adalah implementasi konsep
"Kampus Merdeka" yang bertujuan memberikan
lebih banyak kebebasan kepada PTN dengan
mengubah statusnya dan menyederhanakan proses
akreditasi pendidikan tinggi, serta mendorong
kolaborasi dengan industri (Umar & Akbal, 2019).
Semua perubahan ini dirancang untuk meningkatkan
daya saing dan otonomi institusi pendidikan tinggi
di Indonesia. Pentingnya Mahkamah Konstitusi juga
tercermin dalam memastikan kesesuaian hukum
dengan konstitusi melalui peninjauan yudisial,
menekankan perlunya undang-undang yang sesuai
dengan keinginan dan aspirasi masyarakat (Aliyah et
al., 2023). Secara keseluruhan, dinamika
implementasi perguruan tinggi yang dibentuk secara
hukum di Indonesia melibatkan perlindungan
lingkungan, kepemimpinan strategis, otonomi, dan
kepatuhan pada prinsip-prinsip konstitusi.

Konsep PTN-BH dapat memicu ketidakselarasan
kolaborasi antar kepentingan stakeholder (civitas,
masyarakat, alumni, dan LSM) (Sagara & Yustini,
2019). mengungkapkan bahwa pengelolaan PTN-
BH, masih sangat dipengaruhi oleh pemerintah,
terutama dalam hal otonomi akademik. Bahkan
dalam aspek non-akademik seperti struktur
organisasi, kepegawaian, keuangan dan kerja sama
internasional, otonomi di PTN-BH belum
sepenuhnya terwujud. Otonomi memainkan peran
krusial dalam memberikan PTN-BH kontrol lebih
besar terhadap urusan akademik dan non-akademik,
yang berdampak pada peningkatan pengambilan
keputusan dan tingkat akuntabilitas.

PTN-BH memiliki kewenangan mandiri dalam
pengelolaan institusi, termasuk keuangan, sesuai
Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Namun,
otonomi ini juga berpotensi menimbulkan masalah.
Salah satu kekurangan PTN-BH adalah potensi
komersialisasi yang bisa membuat pendidikan sulit
diakses oleh masyarakat. Fokus pada pengelolaan
keuangan dapat mengorbankan misi utama
pendidikan, sementara biaya kuliah yang terus naik
memperumit akses pendidikan. Proses menjadi
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PTN-BH pun tidak mudah karena persyaratan yang
ketat dari pemerintah. Meskipun pemisahan aset
memberikan kebebasan, hal ini juga bisa membawa
konsekuensi hukum yang rumit bagi institusi
tersebut (Darlis et al., 2023).

Dampak Kekuasaan PTN-BH pada Akses
Pendidikan

Dampak kekuasaan PTN-BH pada akses pendidikan
mencerminkan pergeseran dalam jangkauan dan
ketersediaan  pendidikan ~ bagi  masyarakat.
Transformasi status hukum perguruan tinggi negeri
menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik
Negara telah menyebabkan perubahan dalam
struktur institusi, termasuk pergeseran norma tata
kelola, prosedur dan organisasi (Herawati et al.,
2022). Perubahan ini menimbulkan tantangan sosial
terkait dengan dinamika antar-struktural dalam
aktivitas akademik di lingkungan kampus, dengan
beberapa mahasiswa menganggap kapitalisme
dalam pendidikan tinggi sebagai permasalahan
sentral (Singgih et al., 2022).

Di samping itu, dominasi politik dari elit kampus
yang oportunis dalam sistem pendidikan telah
menghambat usaha untuk meningkatkan hasil
belajar dan menghasilkan tenaga kerja terampil
(Mahendra et al., 2022). Sebagai respons terhadap
tantangan ini, strategi nasional dalam sistem
pendidikan tinggi bertujuan untuk meningkatkan
daya saing institusi pendidikan tinggi Indonesia
melalui restrukturisasi dan peningkatan kredibilitas
(Rosser et al., 2022).

Keberadaan PTN-BH membawa inovasi dan
fleksibilitas dalam manajemen keuangan dan
operasional. Namun, ada risiko komersialisasi
pendidikan yang dapat meningkatkan biaya
pendidikan dan membuat masyarakat sulit untuk
mencapainya (Mulyani et al., 2023). Fokus pada
pencapaian target keuangan di pendidikan tinggi
sering menyebabkan kurangnya akses yang adil
terhadap pendidikan berkualitas, sehingga sulit bagi
individu untuk memiliki kesempatan pendidikan
yang sama. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor
seperti kenaikan biaya kuliah dan pembatasan akses
yang lebih luas (Salmi, 2018).

Pemerintah memainkan peran penting dalam
mengatasi ketidaksetaraan pendidikan ini dan
menghilangkan  hambatan untuk akses dan
keberhasilan dalam pendidikan tinggi (Goastellec &
Vélimaa, 2019). Akses ke pendidikan tinggi secara
historis telah digunakan sebagai alat untuk
stratifikasi sosial dan tata kelola teritorial,

menghasilkan ketidaksetaraan yang bertahan hingga
saat ini (Tejani, 2021). Munculnya PTN-BH bisa
dianggap mencerminkan pergeseran ke arah
memprioritaskan kepentingan ekonomi daripada
kesejahteraan sosial, yang memiliki implikasi bagi
cita-cita demokrasi. Untuk memastikan kesempatan
pendidikan yang sama, lembaga harus mengatasi
praktik defisit dan menerapkan kebijakan yang
mempromosikan akses, kesetaraan dan kesuksesan
bagi semua peserta didik.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat
disimpulkan bahwa transformasi Perguruan Tinggi
Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) merupakan
langkah penting dalam perubahan pendidikan tinggi
di Indonesia. Implementasi PTN-BH memberikan
otonomi yang lebih besar bagi institusi pendidikan,
memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih
besar namun juga menimbulkan kekhawatiran akan
komersialisasi pendidikan. Pendekatan yang diambil
dalam implementasi PTN-BH mempengaruhi tata
kelola, orientasi terhadap pasar dan interaksi antara
stakeholder.

Konsep  Foucault tentang kekuasaan dan
pengetahuan menjadi relevan dalam konteks ini,
menyoroti peran kekuasaan dalam pembentukan
identitas dan norma, serta konsekuensi dari
implementasi PTN-BH terhadap akses pendidikan.
Oleh karena itu, baik keberhasilan maupun
kekurangan PTN-BH perlu diperhatikan secara
cermat dalam perkembangan pendidikan tinggi di
Indonesia.  Dari  pembahasan yang telah
disampaikan, dapat disimpulkan bahwa transformasi
Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-
BH) merupakan langkah penting dalam perubahan
pendidikan tinggi di Indonesia. Implementasi PTN-
BH memberikan otonomi yang lebih besar bagi
institusi pendidikan, memungkinkan fleksibilitas
keuangan vyang lebih besar namun juga
menimbulkan kekhawatiran akan komersialisasi
pendidikan.

Pendekatan yang diambil dalam implementasi PTN-
BH mempengaruhi tata kelola, orientasi terhadap
pasar dan interaksi antara stakeholder. Konsep
Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan
menjadi relevan dalam konteks ini, menyoroti peran
kekuasaan dalam pembentukan identitas dan norma,
serta konsekuensi dari implementasi PTN-BH
terhadap akses pendidikan. Oleh karena itu, baik
keberhasilan maupun kekurangan PTN-BH perlu
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diperhatikan secara cermat dalam perkembangan
pendidikan tinggi di Indonesia.
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